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PRAKATA
Assalamualaikum Wr. Wh.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)
Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2
Palembang™.

Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh semua
pelaku PNPM-MP Mandiri Perkotaan tanpa terkecuali. Akuntabilitas ini pada
dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang
berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat
pertanggungjawaban para pengambil keputusan baik di tingkat program, daerah
dan masyarakat. Selain wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses
pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan, PNPM-MP
Mandiri Perkotaan juga wajib melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip
transparasi. Transparansi dalam pelaksanaan PNPM-MP Mandiri Perkotaan dapat
di terapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan
ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep
PNPM-MP  Mandiri Perkotaan, kebijakan serta pengambilan keputusan,

perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para

Vi



pelaku PNPM-MP Mandiri Perkotaan baik di tingkat pusat, daecrah maupun
masyarakat.

Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang,
belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Seperti LKM Duku dan LKM Ampera
yang belum sepenuhnya melaksanakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi
dalam mengelola LKM, tetapi untuk LKM Usaha Bersama semua aktivitas yang
dilakukan dengan menggunakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi sesual
dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk mengkaji pengeloaan
dana yang ada di LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Adapun penulisan
laporan peneltiannya dibagi menjadi lima Bab berturut-turut, bab pendahuluan,
bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab
simpulan dan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan
dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada
kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan
dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih
kepada Ibu Rosalina Ghazali S E, Ak., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi dan
Ibu Welly S.E, M.Si sebagai Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan

memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan
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memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran schingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima

kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam

menyelesaikan  skripsi  di  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Palembang. Penulis juga dengan rendah hati mengucapkan

terima kasih kepada

1. Bapak DR. H. M. Idris, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati

2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M . selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.

3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.. Ak, M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi

4. Ibu Welly, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbingku.

5. Bapak Mizan S E., Ak., M.Si selaku Pembimbing Akademik.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Pimpinan beserta Staf dan karyawan-karyawati Kecamatan Ilir Timur 2

Palembang serta LKM Usaha Bersama, LKM Duku, dan LKM Ampera.

e

Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materil dan
spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima
kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam
menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat
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ABSTRAK

Aldila Ira Meutia/222011252/2015/Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan
Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang/Akuntansi
Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)
pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Tujuan
penelitian ini yaitu untuk menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode
pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, belum sepenuhnya terlaksana dengan
baik. Seperti LKM Duku dan LKM Ampera yang belum sepenuhnya melaksanakan prinsip
Akuntabilitas dan Transparansi dalam mengelola LKM, tetapi untuk LKM Usaha Bersama semua
aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi sesuai
dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perkotaan (PNPM-MP).

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, PNPM-MP, dan Pengelolaan Dana
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ABSTRACT

Aldila Ira Meutia / 222011252/2015 / Analysis Accountability and Transparency Fund
Management of the National Program JSor Community Empowerment Urban (PNPM-MP) on
Community Self-Supporting Institution (MFI) Kecamatan Hir Timur 2 Palembang/Accounting
Sector Public.

Formulation of the problem in this research is How the accountability and transparency of the
management of the funds of the National Program for C ommunity Empowerment Urban (PNPM-
MP) on Community Self-Supporting Institution (MFI) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. The
purpose of this study is to clarify accountability and transparency in the management of funds of
the National Program of Urban Community Empowerment (PNPM-MP) on Community Self-
Supporting Institution (MFI) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. This type of research is a
descriptive study. The data used are primary data and secondary data. Methods of data collection
by using interviews and documentation. Data analysis methods to be used in this research is
qualitative analysis. The results showed that the implementation of Accountability and
Transparency Fund Management of the National Program for Community Empowerment Urban
(PNPM-MP) on Community Self-Supporting Institution (MFI) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang,
has not been fully implemented either. Such as MFI and MFI Duku Ampera is not yet fully
implement the principles of accountability and transparency in managing the MFI, the MFI Joint
Venture but for all the activities carried out by using the principles of accountability and
transparency in accordance with the Guidelines for Implemeniation of the National Program for
the Urban Community Empowerment (PNPM-MP).

Keywords: Accountability, Transparency, PNPM-MP, and Fund Management
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan
intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Penanganannya
selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha
dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial
dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi sumber penting pemberdayaan
dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk
itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam
upaya penanggulangan kemiskinan.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri yang dikeluarkan per
Agustus 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan akan meliputi 4.805
kecamatan di 32 provinsi atau mencapai 75,9% dari total lokasi PNPM
Mandiri. Melalui PNPM Mandiri, upaya penanggulangan kemiskinan yang
dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat dilaksanakan secara
berinergi dan lebih terarah pada kelompok masyarakat miskin dan wilayah

tertinggal (www.pnpmmandiri.org). Tingkat penyimpanan dana PNPM

Mandiri selama 2011 mencapai 0,8% atau Rp. 250 miliar, dari total

penyaluran Rp. 11,2 triliun (inilahjabar.com).



Hal menarik yang perlu disadari adalah terfokus pada cara
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga sektor publik
termasuk di dalamnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). LKM
bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam
proses pengembalian keputusan yang kondusif untuk pengembangan
keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya
dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya. LKM ini dipilih
oleh pemerintah karena keberadaan lembaga ini yang tersebar diseluruh
wilayah Indonesia, lebih tepatnya berada di setiap kelurahan. Pelaporan
pengelolaan dan PNPM Mandiri yang akuntabel dan transparan
merupakan kewajiban bagi LKM, karena dana yang diterima merupakan
dana dari pemerintah sehingga didalam pengelolaannya harus bisa
dipertanggungjawabkan pada publik secara transparan demi suksesnya
program PNPM Mandiri serta terciptanya akuntabilitas publik.

Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh
semua pelaku PNPM-MP Mandiri Perkotaan tanpa terkecuali.
Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan
akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit,
bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil
keputusan baik di tingkat program,daerah dan masyarakat. Selain wajib
menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan
dan pengelolaan kegiatan serta keuangan, PNPM Mandiri juga wajib

melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip transparasi. Transparansi



dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dapat di terapkan dengan memberikan
akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan
untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep PNPM Mandiri,
kebijakan serta pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan
keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM
Mandiri baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat.

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu,
Sulawesi Tengah. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan
masyarakat/kelembangaan lokal, -pendampingan, pelatihan, serta dana
Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara
langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp.750 juta
sampai Rp.3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Jumlah
penduduk kelurahan 2 Ilir sebanyak 21.180 jiwa, Jumlah penduduk
kelurahan Duku sebanyak 16.628 jiwa, dan Jumlah penduduk kelurahan 3
Ilir sebanyak 19.212 jiwa. Kecamatan Ilir timur 2 berada di jin. Yos
Sudarso. Kecamatan Ilir timur 2merupakan salah satu kecamatan yang
berada di kota Palembang.Beberapa LKM yang terdapat didaerah tersebut
menjadi salah satu daftar lokasi sasaran PNPM Mandiri.

Kota Palembang terdiri dari 16 kecamatan dan 107 kelurahan.
Disetiap masing-masing kelurahan mempunyai BKM/LKM dengan total
BKM/LKM diseluruh Kota Palembang berjumlah 107 BKM/LKM.Salah

satunya adalah LKM Usaha Bersama yang terdapat di Kelurahan 2 Ilir,



LKM Duku yang terdapat di Kelurahan Duku dan LKM Ampera yang
terdapat di Kelurahan 3 Ilir Palembang, LKM ini didirikan Tahun 2007.
Adapun jumlah alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang
diterima LKM ini berbeda-beda.
Tabel 1.1
Daftar Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Pada LKM Duku, Ampera, Usaha Bersama
Tahun 2012-2014

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Tahun Duku Ampera Usaha Bersama
2012 Rp. 100.000.000 Rp. 83.000.000; Rp. 100.000.000
2013 Rp. 75.000.000 Rp. 83.000.000/ Rp. 75.000.000
2014 Rp. 75.000.000 Rp. 83.000.000] Rp. 75.000.000
Total Rp. 250.000.000 Rp. 249.000.000( Rp. 250.000.000

Sumber : LKM Usaha Bersama, Duku, Ampera, 2015
Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, untuk LKM
Duku dan Ampera pada tahun 2012 ke tahun 2013 dan 2014 mengalami
penurunan, tetapi pada tahun 2013 ke 2014 Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) yang diterima tetap tidak ada perubahan, untuk LKM Ampera pada
tahun 2012, 2013, 2014 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang

diterima tetap untuk setiap tahunnya.



Tabel 1.2
Alokasi Penggunaan Dana
Pada LKM Duku, Ampera, Usaha Bersama
Tahun 2012-2014

] Alokasi Penggunaan Dana
Tahun Duku Ampera Usaha Bersama
2012 Rp. 90.000.000 Rp. 70.000.000] Rp. 100.000.000
2013 Rp. 60.000.000 Rp. 70.000.000{  Rp. 75.000.000
2014 Rp. 60.000.000 Rp. 70.000.000|  Rp. 75.000.000
Total Rp. 210.000.000 Rp. 210.000.000{ Rp. 250.000.000

Sumber : LKM Usaha Bersama, Duku, Ampera, 2015
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa, Alokasi
Penggunaan Dana untuk LKM Duku dan Ampera Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) dengan pengalokasiaanya terdapat perbedaan,
sedangkan untuk LKM Usaha Bersama Bantuan Langusung Masyarakat

(BLM) maupun pengalokasiannya telah dilakukan dengan benar.
Tabel L3
Selisih Antara Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dan Alokasi Penggunaan Dana Pada LKM Duku, Ampera,
Usaha BersamaTahun 2012-2014

Selisih
Tahun Duku Ampera Usaha Bersama
2012 Rp. 10.000.000 Rp. 13.000.000 Rp. 0
2013 Rp. 15.000.000 Rp. 13.000.000 Rp. 0
2014 Rp. 15.000.000 Rp. 13.000.000 Rp. 0
Total Rp. 40.000.000 Rp. 39.000.000 Rp. 0

Sumber : LKM Usaha Bersama, Duku, Ampera, 2015

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, untuk LKM

Duku, dan Ampera terdapat selisih yang cukup drastis, karena Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) dan pengalokasiannya belum dilakukan

dengan benar, sedangkan untuk LKM Usaha Bersama tidak mengalami



selisih, karena LKM ini melakukan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
dan pengalokasiannya secara benar.

Kesimpulan dari tabel diatas dapat di lihat bahwa setiap Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) menerima Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) maupun Penggunaan dananya berbeda-beda tergantung
dengan proyek yang akan di kerjakan.

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Usaha Bersama, Duku,
dan Ampera ini mempunyai program tridaya terpadu meliputi bidang
Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial. Bidang Ekonomi LKM Usaha
Bersama, Duku, Ampera mempunyai program ekonomi bergulir yang
berupa pinjaman untuk masyarakat.Yang membedakannya ialah jumlah
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), besaran pinjaman bergulir dan
perhitungan jasanya.

Bidang Lingkungan LKM Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir
Palembang yang memiliki 5 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),
LKM Duku memiliki 3 KSM, dan Ampera memiliki 48 KSM melakukan
kegiatan pembangunan jalan rabat beton, pembangunan sarana MCK,
pembangunan jembatan, gorong-gorong (Parit Jalan), pembangunan
drainase, yang membedakan hanya jumlah Rukun Tetangga (RT). Untuk
LKM ampera ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa di beri bantuan
PNPM seperti, Komplek polisi, Asrama Zidam (TNI), dan Komplek PLN.
Biaya pembangunan jalan Rabat Beton, Pembangunan MCK,
Pembangunan Jembatan dan Gorong-gorong, Pembangunan Drainase,

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Dirjen



Cipta Karya Kementrian PU, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota Palembang, sebagai mana termasuk dalam pedoman
Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.

Bidang Sosial untuk LKM Duku dan Ampera melakukan program
yang sama yaitu, pembagian gratis seragam baju SD, SMP, SMA, lansia,
dan poging. Jumlah KSM tergantung banyaknya kegiatan. LKM Usaha
Bersama belum mempunyai progam untuk di bidang sosial.

Penelitian yang telah dilakukan untuk menilai akuntabilitas dan
transparansi lembaga publik, dilakukan oleh Vivi (2012) meneliti tentang
Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM Mandiri (Studi Pada BKM Betul
Kota Malang), diperoleh hasil bahwa 13 indikator akuntabilitas yang
menjadi kondisi ideal, terdapat 10 indikator akuntabilitas yang terpenuhi,
sehingga presentasi yang diperoleh yaitu 77%, yang artinya bahwa kondisi
ini masuk dalam interval yang ke-4 yaitu akuntabel. Pada indikator
transparansi yang menjadi kondisi ideal, terdapat 5 indikator transparansi
yang terpenuhi, sehingga presentase yang di peroleh yaitu 83%, yang
artinya bahwa kondisi ini masuk dalam interval yang ke-4 yaitu
transparan.Penelitian di atas menunjukan bahwa akuntabilitas dan
transparansi merupakan elemen yang tidak dapat terpisahkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan dari segi
Akuntabilitas ada beberapa proyek yang kurang sesuai dengan standar
yang telah ditentukan, seperti jarang di lakukannya laporan secara periodik

pada LKM Duku, dan Ampera sesuai dengan Pedoman Teknis PNPM



Mandiri Perkotaan bahwa laporan kegiatan harus diberikan kepada pihak-
pihak terkait (Kelurahan, Kecamatan dan lain-lain) dan setiap awal bulan
jarang dilakukan pertemuan antar anggota Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM). Sedangkan LLKM Usaha Bersama laporan keuangan di laporkan
secara periodik dan laporan kegiatan diberikan kepada pihak-pihak terkait
(Kelurahan, Kecamatan dan lain-lain) dan setiap awal bulan dilakukan
pertemuan antar anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan dari segi
Transparansi LKM Usaha Bersama rutin melakukan pertemuan dan
mengumumkan mengenai dana yang diterima LKM dan dana bergulir
kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui papan informasi,
buletin, yang memuat informasi nama KSM, jenis usaha dan total
pinjaman, serta LKM Usaha Bersama merlaporkan laporan keuangan
dengan cara ditempel dan disampaikan kepada masyarakat, pihak terkait
setiap awal bulan. Sedangkan LKM Duku dan LKM Ampera jarang
mengumumkan mengenai dana yang diterima LKM dan dana bergulir
kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang seharusnya
diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi, buletin, yang
memuat informasi nama KSM, jenis usaha dan total pinjaman, serta
laporan keuangan harusnya ditempel dan disampaikan kepada masyarakat,
pihak terkait setiap awal bulan.

Prinsip Transparasi dan Akuntabilitas yang merupakan salah satu

prisnsip PNPM Mandiri Perkotaan dan juga merupakan kebutuhan dari



sistem  birokrasi di Indonesia saat ini. Instansi dituntut berbenah demi
mewujudkan pelayanan, pemerataan pembangunan dan penataan struktur
organisasi pemerintah yang baik termasuk LKM Usaha Bersama, Duku,
dan Ampera yang berada di Kelurahan 2 Ilir Palembang. Azaz Transparasi
dan Akuntabilitas menjadi sangat diperlukan saat ini agar tidak terjadi
penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan serta menengah
terjadinya praktek-praktek yang merugikan Negara dengan prinsip
transparasi dan akuntabilitas, masyarakat bisa mengawasi secara langsung
semua tahapan pembangunan termasuk proses pelaksanaan PNPM
Mandiri. Dalam hal akuntabilitas adalah masing-masing LKM telah
membuat dan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi
anggaran, tetapi tidak sesuai dengan aturan pedoman Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti
pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pada Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM). Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan
Transparansi Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Pada Lembaga Keswadayaan

Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang .
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Akuntabilitas dan
Transparansi pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Pada Lembaga Keswadayaan

Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-
MP) Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir

Timur 2 Palembang.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis
Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan,
pengalaman, dan wawasan utama mengenai hal-hal vang berkaitan
dengan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perkotaan.

b. Bagi LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang
Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai masukan atau bahan

evaluasi dan pertimbangan guna membuat kebijakan dalam pengambilan
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keputusan terutama dalam meningkatkan pengelolaan dana PNPM

Mandiri Perkotaan.

. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan ilmu
pengetahuan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya yang

berkaitan  dengan pengelolaan PNPM  Mandiri  Perkotaan.



BABII

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ani (2009), yang berjudul
Analisis Trasparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada
BKM Sembilan Rangkai Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1
Palembang. Rumusan Masalah bagaimanakah penerapan azaz trasparansi
pada pengelolaan dana PNPM Perkotaan pada BKM Sembilan Rangkai
Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ?

Variabel yang di teliti adalah Transparansi. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan Transparansi pengelolaan dana PNPM
Mandiri Perkotaan pada BKM Sembilan Rangkai Kelurahan 5 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Metode penelitian yang digunakan
oleh peneliti adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder.
Teknik perolehan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
dokumentasi, dan kuesioner.

Hasil dari penelitian Ani menyatakan bahwa azaz Trasparansi perlu
diterapkan karena, untuk mewujudkan masyarakat yang dapat dipercaya

dan bertanggungjawab dan dana yang di peroleh oleh setiap BKM/LKM

12
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harus dilaporkan kepada masyarakat sesuai dengan pedoman PNPM
Mandiri.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fitri (2009), yang berjudul
Analisis Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan Dana Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) pada BKM Sehati
Kelurahan Sukarami Kota Palembang. Rumusan Masalah mengapa belum
menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana PNPM mandiri pada BKM
Sehati Kelurahan Sukarami Kota Palembang ?

Variabel yang diteliti adalah Akuntabilitas. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan Akuntabilitas pengelolaan dana PNPM
Mandiri pada BKM Sehati Kelurahan Sukarami Kota Palembang. Metode
penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan data
primer dan sekunder. Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan
Penelitian Deskriptif. Teknik perolehan data yang digunakan adalah
dokumentasi dan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini Analisis data Kuantitatif.

Hasil dari penelitian Fitri menyatakan bahwa pelaporan
pengelolaan dana PNPM Mandiri yang akuntabel dan transparan
merupakan kewajiban bagi BKM, karena dana yang diterima merupakan
dana dari pemerintah sehingga dalam pengelolaannya harus bisa
dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan demi suksesnya

program PNPM Mandiri serta terciptanya akuntabilitas publik.
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Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Vivi (2012), yang berjudul
Analisis Akuntabilitas Pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM Betul
Kota Malang (Studi kasus pada BKM Betul Kota Malang). Rumusan
masalah yaitu bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana
PNPM Mandiri pada BKM Betul Kota Malang ?

Variabel yang diteliti adalah Akuntabilitas. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan Akuntabilitas pengelolaan dana PNPM
Mandiri pada BKM Betul Kota Malang. Metode penelitian yang
digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan data primer dan
sekunder. Teknik perolehan data yang digunakan adalah dokumentasi dan
kuesioner.

Hasil dari penelitian Vivi menyatakan bahwa pengelolaan dana
PNPM Mandiri pada UPK Betul mengacu pada AD/RT yang sudah
ditetapkan warga kelurahan, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber kevangan BKM Betul
Sumber keuangan atau modal BKM Betul diperoleh dari :

a) Sumber pendanaan yang berasal dari dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) dari pemerintah yang digunakan untuk KSM
usaha ekonomi produktif, pembagunan sarana prasarana dasar da
pengembangan sosial.

b) Jasa yang dikutip dari dana bergulir yang dikelola oleh KSM yang
sebagian penggunaan jasa tersebut untuk penambahan modal

BKM.
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¢) Dana dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak meningkat.
2) Penggunaan dana PNPM Mandiri
Di dalam AD/RT BKM Betul Kota Malang menetapkan penggunaan
dana PNPM Mandiri, yaitu :
a) Penambahan modal BKM Betul sebesar 35%.
b) Pembagunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar
lingkungan sebesar 25%.
c¢) Biaya Operasional pengurus BKM Betul sebesar 30%.
3) Laporan keuangan BKM
a) BKM dibantu oleh kesekretariatan dan UPK diwajibkan membuat
pembukuan yang rapid an tertib mengenai kegiatan BKM,
membuat laporan triwulan dan tahunan yang disesuaikan dengan
variabel penilaian kinerja BKM.
b) Dalam pengelolaan keuangan BKM Betul menggunakan prinsip

akuntabilitas.
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Tabel I1.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian
No | Peneliti & | Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Tahun
1 Ani Karni | Analisis trasparansi | Penelitian Penelitian
Yati dan akuntabilitas sebelumnya dan | sebelumnya
(2009) pengelolaan dana | sekarang sama- | menganalisis
PNPM Mandin sama tentang
pada BKM menggunakan penerapan azaz
Sembilan Rangkai | teknik trasparansi
Kelurahan 5 Ulu pengumpulan pengelolaan
Kecamatan data dengan cara | dana PNPM
Seberang Ulu 1 observasi, Mandiri,
Palembang wawancara, sedangkan
dokumentasi, peneliti
dan kuesioner menganalisis
tentang
akuntabilitas
dan trasparansi
pengelolaan
dana PNPM
mandiri
2 | Fitri Analisis Penelitian Penelitian
Rusmala | akuntabilitas dan sebelumnya dan | sebelumnya
Sari trasparansi sekarang sama- | menggunakan
(2009) pengelolaan dana sama analisis data
PNPM Mandiri menggunakan kuantitatif
pada BKM Sehati | jenis penelitian sedangkan
Kelurahan Deskriptif penelitian
Sukarami Kota sekarang
Palembang menggunakan
analisis data
kualitatif
3 | ViviDwi | Analisis Penelitian Penelitian
Aryani akuntabilitas sebelumnya dan | sebelumnya
(2012) pengelolaan dana sekarang sama- | menganalisis
PNPM Mandiri sama tentang
pada BKM Betul menggunakan akuntabilitasnya
Kota Malang data primer dan | saja,sedangkan
data sekunder peneliti
menganalisis
tentang
akuntabilitas
dan trasparansi

Sumber :Penulis, 2015
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B. Landasan Teori
1. Akuntabilitas
a. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas ini diterapkan dengan memberikan akses
kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan
audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para
pengambil keputusan, baik di tingkat program, daerah dan
masyarakat. Oleh sebab itu semua unit pengambilan keputusan
dalam semua tataran harus melaksanakan proses pengambilan
keputusan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(Budi Yuwono, P: 2010 : 39).

Mardiasmo(2009: ~ 21)  pengertian  akuntabilitas
(accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari
stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu
aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban
untuk melaporkan, sedangakan accountability mengacu pada
pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi
tanggungjawab.

Mardiasmo(2009: 21) akuntabilitas merupakan konsep
yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada
memberantas korupsi (Turner and Hulme, 2007).Terwujudnya
akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi

sektor publik.
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Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk
memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas
dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada
pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2009 :20)
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban kegiatan
menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberi
amanah (principal) memiliki hak dan kewajiban untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut.

b. Macam-Macam Akuntabilitas Publik
Mardiasmo(2009:21-22) akuntabilitas publik terdiri atas dua
macam, yaitu:

1) Akuntabilitas vertical (vertical accountability) adalah
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas
yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit
kerja (dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah
pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

¢. Dimensi Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi

sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (2009: 21)
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menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus

dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1) Akuntabilitas: kejujuran dan  akuntabiltas Hukum

2)

3)

4)

(accountability for probity and legality).

Akuntabilitas kejujuran dan (accountability for probity)
terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (abuse
of power), dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam
penggunaan sumber dana publik.

Akuntabilitas Proses (process accountability)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang
digunakan dalam melaksanakan tugas cukup baik dalam hal
kecukupan sistem informasi- akuntansi, sistem manajemen,
dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas Program (program accountability)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah
tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah
telah mempertimbangkan alternatif —program yang
memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)
Akuntabilitas kebijakan, yaitu terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah
atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap

DPR/DPRD dan masyarakat luas.
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d. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dimaknai pertanggungjawaban suatu lembaga
kepada publik atas keberhasilan maupun  kegagalan
melaksanakan misi atau tugas yang telah diembannya dalam
booklet PNPM Mandiri Perkotaan yang diterbitkan Departemen
Pekerjaan Umum Derektorat Jendral Cipta Karya mengenai
Akuntabiltas dan Transparansi, Indikator Akuntabilitas
diantaranya adalah(Budi Yuwono 2010: 40):

a) UP-UP BKM dikelola bersama secara aktif sesuai
rencana atau program LKM, adanya pengurus dan
rutin melakukan pertemuan,

b) Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan
sesuai dengan standar P2KP.

¢) Dana yang bergulir ke LKM tersalur ke KSM untuh
tanpa potongan.

d) Tidak ada penyalahgunaan dana/korupsi baik
terhadap BOP BKM maupun penyaluran dana.

€) Penarikan dana dari rekening Bank BKM
ditandatangani 3 orang anggota BKM.

f) Anggota KSM penerima dana BLM sama dengan
yang diusulkan dalam proposal KSM, LPJ KSM
lengkap dan benar termasuk didalamnya rincian

swadaya masyarakat yang dapat direalisasikan.
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g) Kegiatan yang dilaksanakan KSM sesuai . dengan
usulan yang disetujui oleh BKM.

h) Tingkat pengembalian pinjaman bergulir minimal
90%

i) Tidak ada pemotongan dana KSM kepada
masyarakat.

J) Minimal 90% dana pinjaman merupakan outstanding
loan.

k) 100% penerima manfaat kegiatan ekonomi bergulir
dan sosial adalah kk miskin yang terdaftar dalam
format PS 2 (daftar kepala keluarga miskin hasil
pemetaan swadaya).

1) 70% penerima manfaat kegiatan lingkungan umum
adalah kepala kelurga miskin yang terdaftar dalam

PS2.

2. Transparansi
a. Definisi Transparansi
Transparansi pada dasarnya dapat diterapkan dengan
memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan
ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi
mengenai konsep PNPM Mandiri, baik di tingkat pusat, daerah
maupun masyarakat. Dalam hal ini, semua informasi yang

berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan PNPM
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Mandiri harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada
masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya secara terbuka
melalui berbagai saluran media, seperti pertemuan, media
elektronik, media cetakan dan sebagainya (Budi Yuwono, P:
2010).

Mardiasmo (2009: 17) pengertian Transparansi
dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses
pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat
diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, informasi dan
informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti
dan dipantau.

Abdul Halim (2007: 22) Transparansi berarti
keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber
daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa transparansi adalah memberikan informasi
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka, dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah, dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan.
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b. Indikator Transparansi

Berdasarkan Buku Pedoman PNPM-MP Mandiri Perkotaan

mengenai  Akuntabilitas  dan Transparansi, Indikator

Transparansi LKM diantaranya (Budi Yuwono 2010: 41) :

a)

b)

d)

€)

Dana yang diterima LKM dan pengalokasiannya
diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan
informasi (pengumuman).

Laporan keuangan ditempel di 5 papan yang
strategis dan disampaikan kepada masyarakat atau
pihak-pihak terkait setiap tanggal 5 di awal bulan.
KSM yang termasuk daftar tunggu dan telah
mendapat prioritas dari LKM diumumkan kepada
masyarakat minimal 5 papan informasi
(pengumuman).

Rekening bank atas nama LKM ditandatangani oleh
3 orang anggota LKM diumumkan kepada
masyarakat minimal 5 papan informasi
(pengumuman).

Setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan
lingkungan dilengkapi dengan papan informasi
proyek dan minimal berisi tentang nama kegiatan,

volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai BLM,
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Swadaya sumber dana lain, tanggal pelaksanaan dan
nama KSM pelaksana.
f) Penetapan kebijakan keuangan didasarkan pada
rembuk bersama.
¢. Implikasi Transparansi

Ada empat bentuk implikasi transparansi yang diperlukan,

antara lain (Hariyoso,S. 2007: 45):

1) Semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan pihak
harus terbuka bagi siapa saja. Ketidak terbukaan informasi
akan mendorong terjadinya penyelewengan.

2) Mekanisme kontrol tidak akan terjadi jika tidak ada
keterbukaan dalam memperoleh akses informasi.

3) Masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh semua
informasi/keuangan yang berkaitan dengan publik.

4) Semua informasi tersebut harus dapat/mudah dimengerti

oleh masyarakat.

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)
Mandiri Perkotaan
a. Definisi PNPM-MP Mandiri Perkotaan
Menurut The World Bank (2013) Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program

nasional dalam bentuk kerangka kebijakan sebagai dasar dan
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acuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis program
penanggulangan kemiskinan. Program ini diluncurkan oleh
Pemerintah di Palu pada tahun 2007 dan akan dilaksanakan
sampai dengan tahun 2015, sejalan dengan target waktu
pencapaian MDGs (Millenium Development Goals) kemandirian
masyarakat diharapkan telah tercapai sehingga kesinambungan
program dapat diwujudkan. Pelaksanaan PNPM-MP Mandiri

Perkotaan dimulai dengan Kecamatan Development Program

(KDP).

PNPM-MP Mandiri Perkotaan adalah kebijakan dan program

pemerintah untuk mempercepat penaggulangan kemiskinan

secara terpadu dan bekelanjutan (Tim Koordinasi PNPM-MP

Mandiri Perkotaan, 2014:1)

b. Sasaran PNPM-MP Mandiri Perkotaan

Sasaran PNPM-MP Mandiri Perkotaan adalah :

1) Terbagunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)
yang dipercaya, aspiratif, representative, dan akuntabel untuk
mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta
kemandirian masyarakat.

2) Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM)
Pronangkis.

3) Terbangunnya forum LKM tingkat kecamatan dan

Kota/Kabupaten.
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4) Terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah
Kota/Kabupaten dalam PNPM Mandiri sesuai dengan
kapasitas fisikal daerah (Tim Koordinasi PNPM Mandiri,
2014:2).

. Tujuan PNPM-MP Mandiri Perkotaan

Menurut The World Bank tujuan PNPM Mandiri adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja
masyarakat miskin secara mandiri, dengan meningkatkan
partisipasi dan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan
berbagai permasalahan terkait dengan upaya meningkatkan
kualitas  hidup, kemandirian dan kesejahteraan mereka
menggunakan potensi sosial dan ekonomi mereka secara efisien.

Tujuan PNPM-MP Mandiri Perkotaan adalah :

1) Mewujudkan masyarakat berdaya dan mandiri yang
mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan
diwilayahnya sejalan dengan kebijakan PNPM-MP
MandiriPerkotaan .

2) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam
menerapkan model pembangunan partisipatif yang
berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok

peduli setempat.
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3) Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program

pemberdayaan  masyarakat  untuk optimalisasi

penanggulangan kemiskinan.

4) Meningkatkan pencapaian manfaat bagi masyarakat

Miskin untuk mendorong peningkatan IPM (Indeks
Pembangunan Manusia), Tim Koordinasi PNPM-MP

Mandiri Perkotaan (2014:2).

d. Prinsip PNPM-MP Mandiri Perkotaan

Prinsip PNPM-MP Mandiri Perkotaan terdiri dari prinsip-

prinsip PKK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang

merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan

dilakukan sebelumnya dalam PKK atau PNPM-PKK, yakni:

1)

2)

3)

4)

Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan
diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat
manusia seuiuhnya.

Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan pengelolaan
kegiatan pembangunan secara swakelola.

Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan
pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan
kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai
dengan kapasitasnya.

Berorientasi pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan

yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan



5)

-

7)

8)

9
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dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok
masyarakat yang kurang beruntung.

Partisipasi/Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat
secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan
pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan
pembangunan.

Kesetaraan dan Keadilan Gander. Laki-laki dan
perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di
setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara
adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
Demokratis. Setiap pengambilan keputusan
pembangunan dilakukan secara musyawarah dan
mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan
masyarakat miskin.

Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus
memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi
dan proses pengambilan  keputusan, sehingga
pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka
dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis,
legal maupun administratif.

Prioritas. ~ Pemerintah  dan  masyrakat  harus
memprioritaskan  pemenuhan  kebutuhan  untuk

pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan
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bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat,
dengan mendayagunakan secara optimal bebagai
sumberdaya yang terbatas.

10) Kolaborasi. Semua pihak yang bekepentingan dalam
penanggulangan kemiskinan didorong  untuk
mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku
kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

11) Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus
mempertimbangkan kepentingan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini
tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga
kelestrarian lingkungan.(Tim Koordinasi PNPM-MP

Mandiri Perkotaan, 2014:2).

4. Pendanaan
a. Definisi Pendanaan
Dalam mencapai tujuan organisasi, baik organisasi yang
mencari profit maupun nonprofit sangat memerlukan modal
dalam menjalankan aktivitasnya. Modal tersebut berupa dana
yang berasal dari sumbangan dana (kontribusi dana) dari
masyarakat yang antara lain dapat berbentuk pajak atau

pungutan-pungutan yang resmi.
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Pengertian dana dalam arti sempit dapat diartikan
sebagai dana kas atau dana sumber lainnya. Dana (fund)
menurut Arifin Sabeni dan Imam Ghazali (2007: 10) adalah
kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri
dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (self
balancing) untuk membukukan kas dan sumber lainnya
bersama-sama dengan utang, kebijakan-kebijakan, cadangan-
cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan
peraturan,limitasi yang ada. Dana merupakan suatu sumber
utama dalam menjalankan suatu aktivitas sehingga dapat
mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dana yang diberikan dalam PNPM-MP Mandiri
Perkotaan adalah sumber dari APBD dan dana BLM (Bantuan
Langsung Masyarakat) yang bersifat stimulat dan sengaja
- disediakan untuk masyarakat dalam menyelenggarakan
kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar dan
ekonomi serta memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk  berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian
rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dana ini
diperuntukkan kepada masyarakat dikecamatan, terutama oleh
peduduk miskin, Tim Koordinasi PNPM-MP Mandiri

Perkotaan (2014:13).
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b. Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan

Penggunaan dana PNPM-MP terbuka bagi semua kegiatan

penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati

masyarakat, Kegiatan-kegitan tersebut dapat berupa:

1)

2)

3)

4

3)

Penyediaan dan perbaikan prasarana dasar yang dapat
memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.
Dengan demikian sarana lalu lintas tidak terganggu.
Penyediaan sumber daya keuangan melalui danabergulir
dan  kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan
ekonomi masyarakat miskin. Dengan begitu masyarakat
terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Kegiatan terkait penigkatan kualitas sumber daya manusia,
terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target
MDGs. Melakukan perbaikan pada individu masyarakat.
Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok
perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk

menambah kegiatan perempuan, dengan demikian

~perempuan tidak hanya terfokus kepada urusan rumah

tangga saja.
Penigkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal
melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha,

manajemen organisasi keuangan serta penerapan tata
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kepemerintahan yang baik. Dengan cara melalukan
pelatihan untuk masyarakat. Tim Koordinas; PNPM-MP

(2014:14).

¢. Organisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM-MP) Mandiri Perkotaan

Organisasi PNPM-MP penyelenggaraan program PNPM-MP

secara tingkat berjenjang dari tingkat kota sampai . ketingkat

desa’kelurahan dengan pengorganisasian sebagai berikut:

1)

2)

Tingkat Nasional

Penanggung jawab pengelolaan program tingkat nasional
PNPM-MP adalah Departemen Pekerjaan Umum yang
bertindak sebagai penyelenggara program yang dalam
pelaksanaan Menteri Pekerjaan Umum membentuk
organisasi dan tata kerja unit manajemen program P2KP
(PMU-P2KP) melalui keputusan menteri pekerjaan umum
nomor: 358/KPTS/M/2008 tentang organsasi dan tata kerja
unit manajemen program penanggulangan
kemiskinan.(PMU-P2KP).

Tingkat Provinsi

Tingkat provinsi dikoordinasi langsung oleh gubernur
setempat melalui Bapeda Provinsi dengan menunjuk tim

koordinasi pelaksanaan PNPM-MP yang anggotanya terdiri
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dari pejabat terkait didaerah dibawah koordinasi Tim
koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah Provinsi.
3) Tingkat Kota

Tingkat kota/kabupaten dikoordinasi langsung oleh

walikota/bupati setempat melalui Bapeda Kota menunjuk

Tim koordinasi pelaksana PNPM-MP.

4) Tingkat Kecamatan

a. Camat berperan memberikan dukungan  kelancaran
pelaksana kerjanya.

b. Penanggungjawab operasional kegiatan  perangkat
kecamatan yang diangkat oleh kepala satuan kerja atas
usulan Walikota/Bupati untuk pengendalian kegiatan
ditingkat kelurahan dan berperan sebagai penanggung
administrasi pelaksana PNPM-MPdiwilayah kerjanya.

5) Tingkat Kelurahan/Desa

a. Lurah atau kepala desa berperan memberikan dukungan
dan jaminan agar pelaksanaan PNPM-MP diwilayah
kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan yang
berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM
Mandiri dapat tercapai dengan baik.

b. Relawan Masyarakat berperan sebagai konsekuensi logis
dari penerapan pembangunan yang berbasis pada

masyarakat dan penerapan konsep membangun dari
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dalam yang membutuhkan pelapor-pelapor penggerak
dari masyarakat sendiri. Megabdi tanpa pamrih, ikhlas,
peduli dan memiliki komitmen yang kuat kemajuan
masyarakat di wilayahnya.

. LKM atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat
bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang
kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat
dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan
pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya.

. KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat adalah
kelompk warga masyarakat pemanfaat dana BLM
PNPM-MP yang diorganisasikan oleh Tim Relawan dan
dibantu oleh Tim Fasilitator terdiri dari warga kelurahan
yang memiliki ikatan kebersamaan dan berujung untuk

mencapai tujuan bersama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Menurut Sugiyono (2012: 11-12) jenis penelitian dilihat dari
tingkat ekplanasi:
1) Penelitian Deskriftif
Penelitian deskriftif adalah penelitian terhadap keberadaan dua
variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.
2) Penelitian Komparatif
Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat
membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua
variabel atau lebih.
3) Penelitian Asosiatif
Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.
Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah penelitian deskriftif yaitu untuk menjelaskan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri Perkotaan pada LKM

Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang.
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B. Lokasi Penelitian
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Lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Keswadayaan Masyarakat

(LKM) yang beralamat di Yos Sudarso No. 1 Kecamatan Ilir Timur 2

Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel 1111
Operasionalisasi Variabel

No

Variabel

Definisi

Indikator

Akuntabilitas
Pengelolaan
Dana PNPM-
MP

Suatu upaya untuk
memberikan
pertanggungjawaban
mengenai segala
aktivitas dan kinerja
yang telah dilakukan
oleh suatu entitas
kepada pihak-pihak
yang berkepentingan

. Unit Pengelola Lembaga

Keswadayaan masyarakat
(LKM) dikelola bersama
secara aktif sesuai rencana
atau program Lembaga
Keswadayaan Masyarakat
(LKM), adanya pengurusnya
dan rutin melakukan
pertemuan

. Pembukuan telah

dilaksanakan dengan benar
dan sesuai dengan standar
Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan

. Dana yang tersalur ke

Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) tersalur ke
Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) tanpa
potongan

. Tidak ada penyalahgunaan

dan/korupsi baik terhadap
Biaya Operasional (BOP)
Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) maupun
penyaluran dana

. Penarikan dana dari rekening

Bank Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) di
tandatangani 3 orang anggota
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Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM)

2 | Transparansi
Pengelolaan
Dana PNPM-
MP

Keterbukaan
(openness)
pemerintah dalam
memberikan
informasi yang
terkait dengan
aktivitas pengelolaan
sumber daya publik
kepada pihak-pihak
yang memerlukan
informasi

. Dana vang diterima Lembaga

Kewadayaan Masyarakar
(LKM) dan pengalokasiannya
diumumkan kepada
masyarakat minimal di 5
papan informasi

- Laporan keuangan ditempel di

3 papan yang strategis dan
disampaikan kepada
masyarakat

- Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) yang
termasuk daftar tunggu dan
telah mendapat prioritas dari
Lembaga K eswadayaan
Masyarakat (LKM)
diumumkan kepada
masyarakat minimal 5 papan
informasi

. Rekening bank atas nama

Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM)
ditandatangani oleh 3 orang
anggota Lembaga
Keswadayaan Masyarakat
(LKM)

. Setiap kegiatan pembangunan

dan perbaikan lingkungan

dilengkapi dengan papan
informasi proyek

Sumber :Penulis, 2015
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D. Data yang Diperlukan
Menurut Nur dan Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada
dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:
1) Data Primer
Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung
dari sumbernya.
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara.
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui
wawancara kepada ketua, Staf LKM dan Masyarakat.Sedangkan data
sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, artikel,

Jjurnal, dan laporan LKM.

E. Metode Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2012: 157-168) dilihat dari segi cara atau
teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:
1) Interview (wawancara)
Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode
survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek

penelitian.
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2) Kuesioner (angket)

3)

4)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada
responden untuk menjawabnya.

Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis
terhadap gejala-gejala yang diteliti.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa  yang sudah
berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara, dokumentasi. Wawancara dengan komunikasi

langsung dengan Ketua, Staf LKM. Dokumentasi dengan cara

mengumpulkan tulisan, atau karya-karya jurnal dan artikel.
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F. Analisis Data dan Teknik Analisis
1) Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012: 13-14) analisis data dalam penelitian

dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu

a) Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif merupakan suatu metode analisis dengan
menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan
gambar.

b) Analisis Kuantitatif
Analisis Kuantitatif merupakan suatu metode analisis dengan
menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang
diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif, yaitu dengan menjelaskan objek yang akan
teliti melalui akuntabilitas dan transparansi dengan kenyataan yang
terjadi pada pengelolaan dana PNPM Mandiri LKM Kecamatan Ilir

Timur 2 Palembang.

2) Teknik Analisis
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan analisis terhadap akuntabilitas dan
transparansi untuk mengetahui pengelolaan dana PNPM-MP Mandiri

Perkotaan pada LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang.Terdiri
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dari dua variabel yaitu Akuntabilitas dan Transparansi. Akuntabilitas

dengan cara, yaitu:

1.

Unit Pengelola Lembaga Keswadayaan masyarakat
(LKM) dikelola bersama secara aktif sesuai rencana atau
program Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM),
adanya pengurusnya dan rutin melakukan pertemuan.
Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai
dengan standar Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan.

Dana yang tersalur ke Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) tersalur ke Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) tanpa potongan.

Tidak ada penyalahgunaan dan/korupsi baik terhadap
Biaya Operasional (BOP) Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) maupun penyaluran dana.

Penarikan dana dari rekening Bank Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) di tandatangani 3 orang

anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Transparansi dengan cara, yaitu :

1.

Dana yang diterima Lembaga Kewadayaan Masyarakar
(LKM) dan pengalokasiannya diumumkan kepada

masyarakat minimal di 5 papan informasi.
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- Laporan keuangan ditempel di 5 papan yang strategis dan
disampaikan kepada masyarakat.

. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang termasuk
daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) diumumkan kepada
masyarakat minimal 5 papan informasi.

. Rekening bank atas nama Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) ditandatangani oleh 3 orang anggota
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

. Setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan

dilengkapi dengan papan informasi proyek.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-
MP) Mandiri Perkotaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)
Mandiri  Perkotaanmerupakan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat yang dilaksanakan pemerintah sejak 2007, di mana
sebelumnya yakni pada tahun 1999 program ini dikenal dengan nama
P2KP ( program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). P2KP saat itu
dilaksanakan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan,
yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis
ekonomi tetapi juga bersifat strategis, (karena disiapkan landasan berupa
institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa
mendatang). Bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum, program ini dinilai sangat strategis. Melalui PNPM Mandiri
Perkotaan, Ditjen Cipta Karya mengarahkan Pemerintah Daerah agar
makin responsif dalam menanggulangi kemiskinandi wilayah masing-
masing. Selain itu dilakukan pula pendampingan secara intensif terhadap
masyarakat, agar mereka mampu berupaya menanggulangi kemiskinan di
wilayahnya, sehingga diharapkan ke depan Pemerintah Daerah menjadi

mandiri, dan pada akhirmya mampu menciptakan masyarakat madani.
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Hingga saat ini, PNPM Mandiri Perkotaan terus mendampingi Pemda dan
masyarakat dengan memberikan ftechnical assistance atau bantuan
teknis.Langkah ini dilakukan agar dukungan serta peran serta Pemda
terhadap PNPM Mandiri Perkotaan terus menguat dari waktu ke waktu.
Berikut ini sejumlah kisah sukses atau best practice dari Pemda maupun
masyarakat yang layak dijadikan contoh dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perkotaan.

PNPM Madiri Perkotaan adalah sebuah program pemerintah
nasional yang bertujuan untuk membuat  program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM
Mandiri dilaksanakan melalui pengembangan sistem, mekanisme dan
prosedur program, pendampingan dan pendanaan stimulan untuk
mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan
kemiskinan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2007 dimulai dengan
dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di perdesaan,
dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai
dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan
Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk
pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik; dan Program

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk
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mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah
sekitarnya. PNPM juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan
masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen sektor.Dengan
pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam
kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan

dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.

2. Gambaran Umum Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)
Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang

Salah satu program pemerintah dalam memenuhi hajat hidup orang
banyak dan upaya menggeser paradigma pembangunan yang bertumpu
pada peran pemerintah semata (people center) kearah paradigma
pembangunan masyarakat (people center). Dalam kerangka tersebut
program bantuan masyarakat yang diberi nama PNPM Mandiri,
diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Bapak Susilo Bambang
Yudhoyono 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah. Program ini
sekaligus menandai keseriusan pemerintah untuk mengubah logika
pendekatan proyek menjadi program, hal ini dilakukan dengan konsolidasi
program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai
kementerian atau lembaga.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)
Mandiri Perkotaan mulai Tahun 2007 ini yang bertujuan untuk

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
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yaitu, melalui PNPM-MP Mandiri Perkotaan.Upaya penanggulangan
kemiskinan yang dilaksanakan untuk masyarakat miskin dan wilayah yang
tertinggal.Salah satu lembaga yang menaggulanginya adalah Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang berada langsung disetiap
kelurahan.Termasuk didalamnya adalah beberapa LKM yang ada di
Kecamatan [lir Timur 2 Palembang.

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur
2 Palembang didirikan pada Tahun 2007 dan dibentuk melalui Rembuk
Pembentukan LKM setiap awal bulan di setiap tahunnya yang dihadiri 8
(Delapan) orang yang dibina oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta
Karya melalui program yang diberi nama Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan. LKM
Kecamatan Ilir 2 Palembang adalah lembaga pimpinan secara kolektif
kolegial, bersifat otonom, independen yang di prakasai dan di bentuk
langsung oleh masyarakat atau penduduk yang berada di Kecamatan Ilir
Timur 2 Palembang yang tediri dari pribadi-pribadi yang dipilih dan
dipercaya warga berdasarkan kriteria luhur kemanusiaan yang disepakati
bersama dan dapat mewakili masyarakat kecamatan dalam berbagai
kepentingan untuk mengatasi berbagai masalah di masyarakat khususnya
masalah kemiskinan, menumbuhkan kembali ikan dan solidaritas sosial
antar warga agar saling bekerja sama demi kebaikan dan kesejahteraan
masyarakat.
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3. Visi, Misi Prinsip Maksud dan Tujuan Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang

a) Pernyataan Visi LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang
Terbentuknya masyarakat Kecamatan Ilir Timur 2

Palembang yang mandiri, berkepedulian, serta bersinergi dalam
upaya penggulangan kemiskinan secara Mandiri. Efektif dan
berkelanjutan dan juga menjadi warga yang produktif secara
sosial, ekonomi dan hidup dalam keadaan kondisi lingkungan

Yang tertata.

b) Pernyataan Misi LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang

1) Mendorong masyarakat miskin untuk dapat memenuhi
kebutuhan secara mandiri.

2) Menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur dalam
masyarakat untuk mewujudkan tantanan masyarakat
yang baik.

3) Menumbuhkan sinergi antara masyarakat  dan
pemerintah dalam upaya masyarakat dan pemerintah
dalam upaya penggulangan kemiskinan.

4) Mendorong organisasi masyarakat warga yang

mengakar dan dipercaya serta mandiri.
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¢) Pernyataan Prinsip LKM Kecamatan Ilir Timur 2

Palembang

LKM kecamatan Ilir Timur 2 Palembang bekerja dengan

dilandaskan prinsip : Demokrasi, Transparansi, Akuntabilitas,

Partisipasi dan Desentrasilasi.

d) Pernyataan Maksud dan Tujuan

1)

2)

3)

4)

5)

Membangun komitmen bersama dalam upaya
penanggulangan kemiskinan.

Merencanakan Program Penanggulangan Kemiskinaan
(PJM-Pronangkis) berbasis kebutuhan riil masyarakat
dengan menggali dan menumbuh kembangkan potensi
yang ada dimasyarakat dengan mempertimbangkan
tingkat kemanfaatan bagi masyarakat miskin.
Mendorong keswadayaan sebagai kontribusi/kepedulian
masyarakat dalam menanggulangi permasalahan
kemiskinan yang dihadapi secara mandiri.
Mengembangkan mekanisme kontrol sosial dalam
implementasi/realisasi perencanaan.

Menciptakan  iklim  pertanggungjawaban  yang

transparan dan akuntabilitas.
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6) Evaluasi bersama terhadap realisasi program untuk
perbaikan dan pengembangan langkah-langkah strategi
dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

7) Melakukan pembelajaran bersama dalam perencanaan

pembangunan secara terpadu.

4. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan

Pada umumnya dalam setiap organisasi terutama dalam LKM harus
mempunyai struktur organisasi yang merupakan suatu pedoman untuk
melaksanakan tugas bagi masing-masing bagian, struktur organisasi adalah
susunan organisasi yang memisahkan tugas, tanggung jawab, dan
wewenang dar setiap bagian di dalam lembaga tersebut. Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) akan berjalan dengan baik dan berhasil
mencapai tujuan yang ditetapakan bila mempunyai organisasi yang jelas.

Demi mencapai tujuan lembaga supaya dapat berjalan dengan
lancar dan tekoordinasi, maka karyawan harus terlebih dahulu mengetahui
tugas, tanggung jawab, dan wewenang seorang karyawan serta kepada
siapa karayawan tersebut bertanggung jawab dapat dilihat dari struktur
organisasi secara formal akan terlihat jelas tugas, tanggung jawab, dan
wewenang masing-masing karyawan serta kedudukan dalam lembaga.

Struktur organisasi suatu LKM tidak akan sama dengan struktur
organisasi yang terdapat pada LKM lainnya, hal ini di sebabkan oleh

perbedaan pada kegiatan. Setiap LKM mempunyai bentuk organisasi yang
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berbeda, keberadaan struktur organisasi dalam suatu LKM sangatlah
penting artinya dalam usaha pencapaian tujuan lemabaga, karena adanya
pembagian tugas.Tanggung jawab dan wewenang yang jelas
memungkinkan kegiatan-kegiatan lembaga dapat dilaksanakan dan
diarahkan secara efisien dan efektif.

Berikut ini dapat dilihat susunan struktur organisasi dan tanggung

jawab jabatan pada LKM Ampera, Duku, dan Ampera sebagai berikut:



Gambar IV.1
Stuktur Organisasi

Lembaga Keswadayaan Masyarakat
Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir
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Pimpinan Kolektif LKM
Koordinator Pk. LKM Pk. LKM Pk. LKM Pk. LKM
LKM
Pk. LKM Pk. LKM Pk. LKM Pk. LKM
Sekretariat
LKM
! v
UPS UPL UPK
| )
KSM/ KSM/ KSM/
Panitia Panitia Panitia

Sumber: LKM Usaha Bersama, 2015




Gambar IV.2
Struktur Organisasi
Lembaga Keswadayaan Masyarakat Duku
Kelurahan Duku

Koordinator

Komisi Sosial Kowmisi EJ i Komisi Lingl -
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Sekretaris
Dewan Pengawas
Unit Pengelola Sosial Unit Pengelola Ekonomi Unit Pengelola
Keuangan

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Sumber: LKM Duku, 2015




53

Gambar IV.3
Struktur Organisasi
Lembaga Keswadayaan Masyarakat Ampera
Kelurahan 3 Ilir

Koordinator

Tim Veripikasi
1. Tim Faskel
2. Koordinator

3. Pengawas

4. Bidang LKM

5. Anggaran

6. 2 orang Luar LKM

Sekretariat Pengawas

Anggaran

Sub. Lingkungan Sub. Sosial Sub. Ekonomi

UPL UPS. Kelurahan UPK
I

KSM Kelurahan
[

KSM Panitia / RT KSM Panitia/ RT KSM Panitia / RT

Sumber: LKM Ampera, 2015
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Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab yang ada di LKM

Kecamatan Ilir Timur 2 adalah sebagai berikut :

a) Lurah

Tugas dan tanggung jawab Lurah dalam pelaksanaan

PNPM-MP Mandiri Perkotaanadalah :

1) Membantu sosialisasi awal PNPM-MP Mandiri

2)

3)

4)

3)

6)

Perkotaan kelurahan masyarakat diwilayahnya.
Memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai
PNPM-MP Mandiri Perkotaan dan atas nama warga
mengajukan surat ke KWM dan Bappedda Kota, yang
menyatakan kesiapan warga masyarakat melaksanakan
PNPM-MP.

Memfasilitasi pendaftaran relawan-relawan masyarakat
secara demokratis, transparan dan akuntabel.
Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan-pertemuan
pengurus RT/RW dan masyarakat dengan KWM/Tim
Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya
penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM-MP.
Memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat dan
pembentukan lembaga kepemimpinan masyarakat
dikelurahan.

Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang

terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk
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8)

9)
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peninjauan  lapangan  oleh  berbagai  pihak
berkepentingan.

Memfasilitasi ~ pelaksanaan ~ pemetaan  swadaya
(Community Self Survey) dalam rangka pemetaan
kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang
dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.
Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Program
Jangka Menengah Penanggulangan kemiskinan dan
rencana  tahunannya oleh  masyarakat  yang
diorganisasikan oleh lembaga kepemimpinan masyarakat
setempat (LKM).

Mendorong  tumbuh dan  kembangnya proses

pembangunan partisipatif dikelurahan.

10) Memfasilitasi LKM dan masyarakat agar mampu

mencapai kinerja mandiri.

11) Memfasilitasi LKM Pronangkis sebagai salah satu

masukan untuk masrembang kelurahan.

12) Bersama dengan LKM dan masyarakat dan kelompok

peduli menyusun Master Plan Kelurahan yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin tata
cara pelayanan publik yang baik (geod governance) dan
berorientasi  pembangunan  secara  berkelanjutan

(suistainable development).
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13) Mendukung dan turut aktif dalam proses penggalian,
pembangunan, dan kelembagaan nilai-nilai universal
kemanusiaan sebagai landasan pembangunan Kkapital
sosial diwilayahnya.

14)Memberi laporan  bulanan kegiatan PNPM-MP
diwilayahnya kepada camat.

15)Berkoordinasi dengan Tim F asilitator, relawan
masyarakat dan LKM, memfasilitasi penyelesaian
persoalan konflik serta penanganan pengaduan yang
muncul dalam pelaksanaan PNPM-MP.

b) Koordinator

Tugas dan tanggung jawab Lurah dalam pelaksanaan

PNPM-MP adalah :

1) Melembagakan nilai-nilai universal kemanusiaan dalam
pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kehidupan
bermasyarakat.

2) Membangun mekanisme monitoring dan kontrol sosial
dalam proses penanggulangan kemiskinan.

3) Memfasilitasi masyarakat dalam rangka proses
pembelajaran kritis tentang upaya penanggulangan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

4) Bersama warga partisipatif merumuskan PJM

Pronangkis di masing-masing kelurahan.



5)

6)

W)

8)

9)
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Mampu bertindak sebagai forum pengambil keputusan
yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat miskin agar mampu meningkatkan
kesejahteraan.

Mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) yang sehari-hari dikelola oleh UPK.
Memberikan keputusan akhir selesai usulan yang telah
dilakukan oleh UPK dan Unit pengelola lainnya yang
berawal dari usulan KSM atau panitia atau dari
kelompok masyarakat lainnya.

Membangun transparansi melalui berbagai media,
diantaranya papan pengumuman, sirkulasi laporan
kegiatan dan keuangan bulanan, laporan tengah bulanan
atau laporan akir tahunan, serta melakukan rapat terbuka

dan melakukan audit keuangan.

10) Merumuskan, menyusun dan menetapkan peraturan main

(termasuk sanksi) dalam upaya pengembangan dan
pemanfaatan sumberdaya manusia yang dimulai dan

PNPM-MP.

11) Memfasilitasi jejaring kerjasama dengan potensi sumber

daya yang ada dalam proses penanggulangan

kemiskinan.
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Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah salah satu gugus
tugas dalam LKM sebagai unit pelaksana kebijakan-
kebijakan yang ditetapak LKM berkenaan dengan
pengelolaan dana, pinjaman bergulir, administrasi keuangan,
baik yang berasal dari dana stimulasi Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) PNPM-MP maupun dari pihak-pihak
lain.

Unit Pengelola Sosial (UPS)

Unit Pengelola Sosial (UPS) adalah salah satu gugus tugas
LKM sebagai unit pelaksana kebijakan-kebijakan yang
ditetapkan LKM berkenaan dengan kegiatan-kegiatan
dibidang sosial.

Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Unit Pengelola Lingkungan (UPL) adalah salah satu gugus
tugas LKM sebagai unit pelaksana kebijakan-kebijakan yang
ditetapkan LKM berkenaan dengan pengelolaan kegiatan di
bidang pemeliharaan lingkungan, pembangunan perumahan
dan permukiman diwilayahnya.

Sekretariat LKM

1) Sekretariat LKM bertindak sebagai notulen dalam setiap

acara rapat/pertemuan LKM, memberikan laporan hasil
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notulensi kepada seluruh Anggota Pimpinan Kolektif
LKM ataupun pihak lain bekepentingan.

2) Sckretariat LKM  bertugas menyusun agenda
rapat/pertemuan LKM, membuat dan menyebarkan surat
undangan.

3) Mencatat administrasi keuangan operasional LKM dan
mencatat pengelolaan BLM.

4) Melaporkan administrasi keuangan kepada LKM secara
berkala.

g) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Bertugas mengembangkan melembagakan tanggung renteng,
membagun jaminan karakter antar anggota, menggerakkan
keswadayaan modal, meningkatkan dan menerbitkan
pinjaman serta menguatkan dan mengembangkan usaha
anggota. KSM ini minimal beranggotakan sekurang-
kurangnya 5 (lima) orang yang dibentuk berdasarkan
kesukarelaan, memiliki ikatan sosial, tujuan ekonomi, tujuan

sosial, tujuan pemberlajaran dan domisili yang sama.

5. Aktivitas di LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang
Aktivitas Lembaga Keswadayaan menyalurkan dana PNPM-MP
sesuai ketentuan PNPM-MP dan menajamin keterlibatan semua lapisan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk
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pengembangan  keswadayaan masyarakat  dalam penanggulangan

kemiskianan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada

umumnya.

6.

Produk di LKM Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir

1) Jasa pinjaman usaha produktif ditetapkan sebesar 1,5% perbulan.

2) Jasa inflasi sebesar 7%.

3) Jasa resiko kredit 5%.

4) Jasa biaya operasional UPK sebesar 2%.

5) Jasa alokasi untuk LKM sebesar 4%.

6) Jasa pemupukan modal LKM Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir
15%.

7) Jasa pinjaman pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana dasar lingkungan sebesar 20%.

8) Jasa kegiatan sosial masyarakat sebesar 20%.

9) Jasa peminjaman biaya operasional LKM 60%.

Produk di LKM Duku Kelurahan Duku

1) Jasa pinjaman usaha produktif ditetapkan sebesar 1,5% perbulan.
2) Jasa inflasi sebesar 8%.

3) Jasa resiko kredit 5%.

4) Jasa biaya operasional UPK sebesar 3%.

5) Jasa alokasi untuk LKM sebesar 6%.



6)

7

8)

9
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Jasa pemupukan modal LKM Duku Kelurahan Duku 15%.

Jasa pinjaman pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana dasar lingkungan sebesar 20%.

Jasa kegiatan sosial masyarakat sebesar 15%.

Jasa peminjaman biaya operasional LKM 50%.

Produk di LKM Ampera Kelurahan 3 Ilir

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

9)

Jasa pinjaman usaha produktif ditetapkan sebesar 1,5% perbulan.
Jasa inflasi sebesar 6%.

Jasa resiko kredit 5%.

Jasa biaya operasional UPK sebesar 4%.

Jasa alokasi untuk LKM sebesar 5%.

Jasa pemupukan modal LKM Ampera Kelurahan 3 Tlir 10%.

Jasa pinjaman pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana dasar lingkungan sebesar 15%.

Jasa kegiatan sosial masyarakat sebesar 10%.

Jasa peminjaman biaya operasional LKM 40%.
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B. Pembahasan Hasil Penelitian
Dalam bab ini penulis akan menganalisis 2 Variabel yang terdiri
dari Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM-MP Mandiri

Perkotaan dan Trasparansi Pengelolaan Dana PNPM-MP Mandiri

Perkotaan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Program Nasional
Pemberdayaan Mayarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan Pada
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)Kecamatan Ilir Timur
2 Palembang.

a. Analisis Unit Pengelola Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(LKM) dikelola bersama secara aktif sesuai rencana atau program
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), adanya pengurus dan
rutin melakukan pertemuan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sekretraris
LKM yang bernama Endah menyatakan bahwa, pada LKM Usaha
Bersama unit pengelola LKM mengelola LKM secara aktif,
menjalankan program sesuai dengan rencana. LKM Usaha
Bersama memiliki program Tridaya meliputi bidang Ekonomi,
Lingkungan dan Sosial, dalam program Ekonomi LKM Usaha
Bersama menjalankan peminjaman ekonomi bergulir kepada
Kelompok Swadaya Masyarakat dengan besaran pinjaman 1,5%
dan perhitungan jasa dengan sistem tanggung renteng. Jumlah

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melaksanakannya 15
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KSM. Untuk program Lingkungan LKM inimelakukan kegiatan
pembangunan jalan Rabat Beton, pembangunan sarana MCK,
pembangunan  Jembatan, Gorong-gorong (Parit  Jalan),
pembangunan drainase dengan jumlah 5 KSM.Yang tersebar di 43
Rukun Warga (RT). Dana yang di dapat untuk bidang ini berasal
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melalui Dirjen
Cipta Karya Kementrian PU, Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APDB) Kota Palembang. Untuk
bidang Sosial LKM ini belum memiliki program untuk dilakukan.
LKM Usaha Bersama biasanya dalam sebulan pengurus melakukan
3 kali pertemuaan yaitu, setiap tanggal 5, tanggal 12, tanggal 20.
Didalam pertemuan ini dihadiri pengurus LKM dan 20 anggota
KSM. Dalam pertemuan LKM membahas tentang laporan
keuangan, kegiatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan unit
pengelola ekonomi LKM yang bernama Emiyati menyatakan
bahwa, pada LKM Duku unit pengelola LKM kurang mengelola
LKM secara aktif, jarang menjalankan program sesuai dengan
rencana. LKM Duku juga memiliki program Tridaya meliputi
bidang Ekonomi, Lingkungan dan Sosial, dalam program Ekonomi
LKM Duku menjalankan peminjaman ekonomi bergulir kepada

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan besaran pinjaman



1,5% dan perhitungan jasa dengan sistem tanggung renteng.
Jumlah  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang
melaksanakannya berjumlah 30 KSM.Untuk program Lingkungan
LKM inimelakukan kegiatan pembangunan jalan Rabat Beton,
pembangunan Jembatan, pembangunan drainase dengan jumlah 3
KSM yang tersebar di 38 Rukun Tetangga (RT).Dana yang di
dapat untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
dan Swadaya Masyarakat.Untuk bidang Sosial LKM Duku
melakukan program yaitu pembagian gratis baju seragam SD,
SMP, SMA, Lansia, Poging, dan Akte Kelahiran.Jumlah KSM
yang melaksanakannya 1 KSM dalam setiap kegiatan. LKM Duku
jarang melakukan pertemuan setiap bulannya, jadi untuk
membahas kegiatan mereka bertemu pada saat kegiatan akan
dilakukan. Pertemuan ini dihadiri pengurus LKM dan 33 anggota
KSM.Dalam pertemuan LKM membahas tentang laporan
keuangan, kegiatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ketua
LKM yang bernama Idrus menyatakan bahwa, pada LKM Ampera
unit pengelola LKM kurang mengelola LKM secara aktif, jarang
menjalankan program sesuai dengan rencana. LKM Duku juga
memiliki program Tridaya meliputi bidang Fkonomi, Lingkungan

dan Sosial, dalam program Ekonomi LKM Ampera menjalankan
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peminjaman ekonomi bergulir kepada Kelompok Swadaya
Masyarakat dengan besaran pinjaman 1,5% dan perhitungan jasa
dengan sistem tanggung renteng. Jumlah Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) yang melaksanakannya berjumlah 49 KSM.
Untuk program Lingkungan LKM inimelakukan kegiatan jalan
setapak, pembangunan jalan Rabat Beton, pembangunan sarana
MCK, pembangunan Jembatan, Gorong-gorong (Parit Jalan),
pembangunan drainase dengan jumlah 48 KSM yang tersebar di 51
Rukun Tetangga (RT). Tetapi pada LKM Ampera ini terdapat 3
wilayah yang tidak boleh di bantu dengan dana PNPM seperti
Komplek Polisi, Asrama Zidam (TNI), dan Komplek PLN. Dana
yang di dapat untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD). Untuk bidang Sosial LKM Duku melakukan program
yaitu pembagian gratis baju seragam SD, SMP, Lansia.Jumlah
KSM yang melaksanakannya tergantung kegiatan. LKM Ampera
jarang melakukan pertemuan setiap bulannya, jadi untuk
membahas kegiatan mereka bertemu pada saat kegiatan akan
dilakukan. Pertemuan ini dihadiri pengurus LKM dan 97 anggota
KSM.Dalam pertemuan LKM membahas tentang laporan
keuangan, kegiatan yang akan dilakukan.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa LKM Usaha Bersama yang

mengelola LKM secara aktif dan melakukan pertemuan rutin setiap
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bulannya. LKM Usaha Bersama, Duku, dan Ampera memiliki
Program yang sama yaitu, program TRIDAYA meliputi Bidang
Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial. Yang membedakannya besaran
pinjaman untuk bidang Ekonomi, untuk bidang Lingkungan
Kegiatan yang dilakukan, jumlah KSM dan untuk bidang sosial
jumlah KSM dan kegiatan yang dilakukan tetapi untuk Usaha
Bersama Belum mempunyai program untuk di bidang Sosial. Dari
kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama yang bagus
dalam mengelola LKM.

. Analisis pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai
dengan standar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
(P2KP).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sekretraris
LKM yang bernama Endah menyatakan bahwa, LKM Usaha
Bersama sudah melakukan pembukan secara benar dan sesuai
dengan strandar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
(P2KP), adanya laporan keuangan secara periodik, membuat buku
harian regular, buku kas harian, buku Laporan Pemasukaan dan
Pengeluaran Uang LKM), nama KSM yang meminjam dana,
Laporan Laba/Rugi dan Neraca.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan unit
pengelola ekonomi LKM yang bernama Emiyati menyatakan

bahwa, LKM Duku belum melakukan pembukan secara benar dan
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sesuai dengan strandar Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP), LKM ini hanya membuat laporan pada buku
bank LKM, buku pemasukkan dan pengeluraran, nama KSM yang
meminjam dana, dan Laporan Laba/Rugi dan Neraca.Belum semua
dilakukan dengan benar seperti pedoman PNPM-MP

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ketua
LKM yang bermama Idrus menyatakan bahwa, LKM Ampera
belum melakukan pembukan secara benar dan sesuai dengan
strandar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP),
LKM ini jarang melakukan laporan keuangan secara periodik
dikarenakan LKM ini hanya membuat laporan keuangan melalui
buku bank LKM, dan membuat laporan dari Laba/Rugi dan
Neraca.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa LKM Duku dan Ampera
belum melakukan pembukuan secara benar.Karena dalam buku
pedoman PNPM-MP laporan keuangan di buat dan di laporkan
secara rinci.Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha
Bersama yang baik dalam mengelola pembukuan di LKM.

. Analisis dana yang tersalur ke Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(LKM) tersalur ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tanpa
potongan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus

LKM menyatakan bahwa, Pada LKM Usaha Bersama, LKM Duku
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dan LKM Ampera tidak .melakukan potongan untuk dana yang di
salurkan kepada Kelompok Swadaya Masyakat (KSM), tetapi
LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera dalam menjalankan
programnya mempunyai program Tridaya dalam bidang
Ekonominya LKM Usaha Bersama, LKM Duku dan LKM Ampera
ini menetapkan potongan dana yaitu sebesar 1,5% perbulan bagi
masyarakat yang ingin meminjam dana. Dengan sistem
pengembalian tanggung renteng.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa LKM Usaha Bersama, LKM
Duku dan Ampera menerapkan sistem yang sama. Yaitu jika ada
KSM yang meminjam dana saja yang di berikan potangan sebesar
1,5% perbulan. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha
Bersama, LKM Duku dan LKM Ampera semuanya bagus dalam
menyalurkan dana LKM ke KSM tanpa potongan.

- Analisis tidak adanya penyalahgunaan dan korupsi baik terhadap
Biaya Operasional (BOP) Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(LKM) maupun penyaluran dana.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sekretraris
LKM yang bermama Endah menyatakan bahwa, LKM Usaha
Bersama tidak mempunyai selisih penggunaan dana karena, dana
yang diterima maupun dana yang terasalurkan dilakukan dengan
benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena

dana yang di dapat LKM dan pengalokasiannya di lakukan dengan
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benar seperti jika ingin melakukan pembangunan jalan Rabat beton
dana yang digunakan sesuai dan tepat sasaran dengan yang
diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan unit
pengelola ekonomi LKM yang bermama Emiyati menyatakan
bahwa, LKM Duku terdapat selisih karena, dana yang diterima
maupun dana yang terasalurkan tidak sepenuhnya dilakukan
dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Karena jika ada kegiatan seperti pembuatan gorong-gorong dana
yang digunakan belum sesuai dan belum tepat sasaran dengan yang
diharapkan. Dana yang semestinya tersalur semua untuk
kepentingan masyarakat tetapi ini digunakan untuk kepentingan
lainnya (kepentingan pribadi). Akibatnya masyarakat tidak bisa
menikmati fasilitas yang telah di bangun dalam jangka waktu lama.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ketua
LKM yang bernama Idrus menyatakan bahwa, LKM Duku terdapat
selisih karena, dana yang diterima maupun dana yang terasalurkan
tidak sepenuhnya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. Karena jika ada kegiatan seperti
pembuatan drainase masyarakat tidak bisa menikmati fasilitas yang
dibuat karena pembuatan tidak lakukan dengan benar.Yang

seharusnya penggunaan dalam jangka waktu yang lama ini malah
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sebaliknya.Karena dan yang tersalurkan tidak semunya diberikan
untuk pembagunan tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk LKM Duku dan Ampera
dana yang di dapat tidak semuanya tersalurkan ke Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM). Akibatnya masyarakat tidak bisa
menikmati fasilitas yang seharusnya ada dan penggunaannya dalam
Jangka waktu yang cukup lama. Dari kesimpulan dapat dilihat
bahwa LKM Usaha Bersama yang baik dalam mengelola LKM.

. Analisis Penarikan dana dari rekening Bank Lembaga
Keswadayaan Masyarakat di tandatangani 3 orang anggota
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus
LKM menyatakan bahwa, jika ada penarikan dana dari rekening
Bank LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera harus di
tandatangani oleh anggota LKM Usaha Bersama supaya tidak ada
penyelewengan dana 3 orang yang punya wewanang dalam hal ini
yaitu, ketua, bagian Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan
Sekretaris.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa diharapkan untuk LKM
mampu menerapkan sistem yang sama karena bisa menghindari
dari penyahgunaan dana dan penyelewengan dana. Dari

kesimpulan dapat dilihat bahwa untuk hal ini bagus semua karena



71

LKM Usaha Bersama, LKM Duku dan LKM Ampera menerapkan
sistem yang sama.

2. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Program Nasional
Pemberdayaan Mayarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan Pada
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)Kecamatan Ilir Timur
2 Palembang.

a. Analisis dana yang diterima Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(LKM) dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat
minimal di 5 papan pengumuman informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu
masyarakat yang bernama Siti menyatakan bahwa, LKM Usaha
Bersama dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi
Penggunaan Dananya tersalurkan semuanya kemasyarakat dan
diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi, laporan
seperti yang diatas itu adalah informasi yang akan disampaikan
kepada masyarakat pada saat tanggal 5 di awal bulan dan
pengumumannya di tempel di 5 papan informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu
masyarakat yang bernama April Hadi menyatakan bahwa, Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Penggunaan Dana pada
LKM Duku tidak semuanya tersalurkan ke masyarakat, mungkin
oleh faktor ini dana yang diterima dan pengalokasiannya jarang

diumumkan kepada masyarakat yang seharusnya menurut buku
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pedoman diumumkan melalui papan informasi dan di sampaikan
setiap awal bulan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu
masyarakat yang bernama Jailani menyatakan bahwa, Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Penggunaan Dana pada
LKM Ampera tidak semuanya tersalurkan ke masyarakat, mungkin
oleh faktor ini dana yang diterima dan pengalokasiannya jarang
diumumkan kepada masyarakat, dan juga faktor biaya yang
menyebabkan pengumuman jarang di tempel. yang seharusnya
menurut buku pedoman diumumkan melalui papan informasi dan
di sampaikan setiap awal bulan.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa setiap LKM harus
mengumumkan dana dan pengalokasiannya kepada Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) agar mereka bisa mengetahui berapa
dana yang diterima dan dana yang tersalurkan.Dari kesimpulan
dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama yang bagus dalam
mengelola dan dan pengalokasiaannya.

. Analisis laporan keuangan ditempel di 5 papan yang strategis dan
disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setiap
tanggal 5 di awal bulan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu
masyarakat yang bernama Siti menyatakan bahwa, LKM Usaha

Bersama telah melakukan penempelan informasi papan
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pengumuman mengenai laporan keuangan dan di sampaikan
kepada masyarakat setiap tanggal 5 di awal bulan, masyarakat
harus diberitahu mengenai laporan keuangan tersebut agar tidak
menimbulkan ke curigan masyarakat terhadap LKM. Jumlah papan
yang akan ditempel yaitu, 5 papan informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu
masyarakat yang bernama April Hadi menyatakan bahwa, LKM
Duku jarang melakukan penempelan informasi laporan keuangan,
di karenakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi
Penggunaan Dana pada LKM Duku tidak semuanya tersalurkan ke
masyarakat, mungkin oleh faktor ini LKM Duku jarang melakukan
penempelan laporan keuangan di papan informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu
masyarakat yang bernama Jailani menyatakan bahwa, LKM
Ampera juga jarang melakukan penempelan informasi laporan
keuangan, di karenakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan
Alokasi Penggunaan Dana pada LKM Duku tidak semuanya
tersalurkan ke masyarakat, dan kurangnya biaya untuk melakukan
penempelan di papan informasi mungkin oleh faktor ini LKM
Ampera jarang melakukan penempelan laporan keuangan di papan
informasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk LKM Duku dan Ampera

harus rutin melakukan penempelan informasi laporan keuangan
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agar masyarakat bisa lebih mudah mengetahui yang dilakukan
LKM. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa L.KM Usaha Bersama
yang bagus, karena laporan keuangan telah dibuat dengan benar.

- Analisis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang termasuk
daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) diumumkan kepada masyarakat
minimal 5 papan informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu
masyarakat sekitaran LKM menyatakan bahwa, LKM Usaha
Bersama, LKM Duku, LKM Ampera melakukan hal yang sama
bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang termasuk daftar
tunggu agar bisa mengetahui tugas yang akan dilakukan maka
dengan demikan informasi akan disampaikan dengan cara
menempel menggunakan 6 papan informasi.Yang terdapat di
masing-masing kelurahan.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa LKM Usaha Bersama, LKM
Duku dan Ampera melakukan hal yang sama yaitu mengumumkan
kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar memudahkan
masyarakat untuk melihat apa yang akan mereka kerjakan.Dari
kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama, LKM Duku

dan LKM Ampera bagus dalam mengelola LKM.
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d. Analisis Rekening Bank atas nama Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) ditandatangani oleh 3 orang anggota Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu
masyarakat sekitaran LKM menyatakan bahwa, Rekening Bank
atas nama LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera harus di
tandatangani oleh anggota LKM supaya tidak ada penyelewengan,
3 orang yang punya wewanang dalam hal ini yaitu, ketua, bagian
Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Sekretaris.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa diharapkan untuk LKM Usaha
Bersama, Duku dan Ampera mampu menerapakan sistem ini
supaya tidak ada penyelewengan dana dan menimbulkan
kegurigaan masyarakat.Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM
Usaha Bersama, LKM Duku dan LKM Ampera bagus dalam
mengelola LKM.

€. Analisis setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan
dilengkapi dengan papan informasi proyek.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu
masyarakat yang bernama Siti menyatakan bahwa, LKM Usaha
Bersama untuk setiap kegiatan pembangunan dilengkapi dengan
informasi papan proyek yang berisi tentang nama kegiatan, volume
kegiatan, nilai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Swadaya

Sumber dana lain, tanggal pelaksanaan, dan nama KSM pelaksana.
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Begitu juga jika LKM Usaha Bersama melakukan perbaikan
lingkungan harus juga di lengkapi nama kegiatan, volume kegiatan,
nilai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Swadaya Sumber
dana lain, tanggal pelaksanaan, dan nama KSM pelaksana.

Masyarakat juga di ikut sertakan dalam kegiatan ini supaya
meningkatkan solidaritas antar masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu
masyarakat yang bernama April Hadi dan Jailani » LKM Duku dan
LKM Ampera dalam setiap kegiatan yang dilakukan jarang
dilengkapi dengan informasi papan proyek. Begitu juga dalam
melakukan perbaikan lingkungan jarang di lengkapi dengan
informasi papan proyek, karena faktor biaya dan kurang aktifnya
anggota LKM.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa, semua LKM harus membuat
informasi papan proyek jika ingin melakukan kegiatan dan
melakukan perbaikan lingkungan supaya masyarakat mengetahui
proyek apa yang dikerjakan, berapa jumlah dananya dan LKM apa
yang melakukan.Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha
Bersama yang baik dalam mengelola LKM, karena setiap kegiatan
pembangunan dan perbaikan lingkuangan dilengkapi dengan papan
informasi proyek.

Jadi, kesimpulan dari 2 variabel yaitu Analisis Akuntabilitas

Pengelolaan Dana PNPM-MP dan Analisis Transparansi
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Pengelolaan Dana PNPM-MP yang baik dan bagus dalam
mengelola LKM ialah LKM Usaha Bersama, karena LKM Usaha
Bersama benar-benar menerapakan sistem yang dalam buku

pedoman pelaksanaan PNPM-MP.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan dari  hasil analisis penulis untuk  Variabel

Akuntabilitas dengan indikator -

Analisis Unit Pengelola Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(LKM) dikelola secara aktif sesuai rencana atau program Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM), adanya pengurus dab rutin melakukan
pertemuan. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama yang baik dalam
mengelola LKM.

Analisis pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai
dengan standar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).
Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama yang baik dalam mengelola
pembukuan di LKM.

Analisis dana yang tersalur ke Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(LKM) tersalur ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tanpa
potongan. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama, LKM Duku, dan
LKM Ampera semuanya bagus dalam menyalurkan dana ke LKM Ke
KSM tanpa potongan.

Analisis tidak adanya penyalahgunaan dan korupsi baik terhadap
Biaya Operasional (BOP) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)
maupun penyaluran dana. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama yang

baik dalam mengelola LKM.
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Analisis penarikan dana  dari rekening Bank Lembaga
Keswadayaan Msayarakat (LKM) di tandatangani 3 orang anggota
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Untuk indikator ini semua
LKM bagus karena LKM menerpakan sistem yang sama.

Berdasarkan dari  hasil analisis penulis untuk Variabel
Akuntabilitas dengan indikator :

Analisis dana yang diterima Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(LKM) dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat minimal di
5 papan pengumuman informasi. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama
yang bagus dalam mengelola dana dan pengalokasiannya.

Analisis laporan keuangan ditempel di 5 papan yang strategis dan
disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setiap tanggal 5
di awal bulan. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama yang bagus,
karena laporan keuangan telah dibuat dengan benar.

Analisis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang termasuk
daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) diumumkan kepada masyarakat minimal 5 papan
informasi. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama, LKM Duku, dan
LKM Ampera bagus dalam mengelola LKM.

Analisis Rekening Bank atas nama Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM) ditandatangani oleh 3 orang anggota Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM). Untuk indikator ini semua LKM bagus

dalam mengelola LKM.
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Analisis setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan
dilengkapi dengan papan informasi proyek. Untuk Indikator ini LKM
Usaha Bersama yang bagus dalam mengelola LKM.

Kesimpulan dari 2 variabel yaitu Analisis Akuntabilitas
Pengelolaan Dana PNPM-MP dan Analisis Transparansi Pengelolaan
Dana PNPM-MP yang baik dan bagus dalam mengelola LKM ialah LKM
Usaha Bersama, karena LKM Usaha Bersama benar-benar menerapakan
sistem yang dalam buku pedoman pelaksanaan PNPM-MP.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai
berikut :

I. LKM Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir

Dari segi Akuntabilitas dan Transparansi diharapkan untuk LKM
Usaha Bersama mampu mempertahankan apa yang sudah ada dan sudah
diterapkan dalam mengelola LKM. Dan sesuai dengan buku pedoman
PNPM-MP.

2. LKM Duku Kelurahan Duku

Dari segi Akuntabilitas diharapkan mampu megelola LKM secara
aktif dan sesuai rencana, menganalisis pembukuan dengan benar dan
sesual dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP),
mampu menyalurkan dana LKM ke KSM tanpa potongan, diharapkan
tidak ada penyalahgunaan dana dan korupsi, dan penarikan dana dari

Rekening Bank LKM harus ditandatangani 3 orang anggota LKM.
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Dari segi Transparansi diharapkan mampu mengumumkan dana
yang diterima maupun pengalokasiannya, laporan keuangan harus
ditempel dan disampaikan kepada masyarakat, bagi KSM yang termasuk
daftar tunggu harus diumumkan di papan informasi, Rekening Bank atas
nama LKM harus di tandatangani 3 orang anggota LKM, dan setiap ada
kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan di harapkan mampu
dilengkapi dengan papan informasi proyek.

3. LKM Ampera Kelurahan 3 Ilir

Dari segi Akuntabilitas diharapkan mampu megelola LKM secara
aktif dan sesuai rencana, menganalisis pembukuan dengan benar dan
sesuai dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP),
mampu menyalurkan dana LKM ke KSM tanpa potongan, diharapkan
tidak ada penyalahgunaan dana dan korupsi, dan penarikan dana dari
Rekening Bank LKM harus ditandatangani 3 orang anggota LKM.

Dari segi Transparansi diharapkan mampu mengumumkan dana
yang diterima maupun pengalokasiannya, laporan keuangan harus
ditempel dan disampaikan kepada masyarakat, bagi KSM yang termasuk
daftar tunggu harus diumumkan di papan informasi, Rekening Bank atas
nama LKM harus di tandatangani 3 orang anggota LKM, dan setiap ada
kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan di harapkan mampu

dilengkapi dengan papan informasi proyek
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Tabel 4
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